KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 462/PL.02.2-Kpt/3324/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG
PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT
PARTAI POLITIK SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang
Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling
Sedikit Partai Politik, Sebagai Persyaratan Pencalonan dari

Partai ...



Mengingat

Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

5656) ...
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5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015
tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1911);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Kabupaten/Kota;

12. Peraturan...
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12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 20 19
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal
Nomor : 451/PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/IX/2019 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal
Tahun 2020;

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kendal Nomor: 103/ PP.01.2-BA/3324 /KPU-
Kab/XI/2019 tanggal 11 November 2019 mengenai
Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling
Sedikit Partai Politik Sebagai Persyaratan Pencalonan dari
Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten
Kendal dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal
Nomor 900/4/NPHD/2019 Nomor 568/PP.01.2-
Spj/3324/KPU-Kab/X /2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang
Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA
SAH PALING SEDIKIT PARTAI POLITIK SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KENDAL TAHUN 2020;

: Menetapkan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Perolehan

Kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 sebagai
Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan
Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal
Tahun 2020 sebagai berikut :

NO. ...



KETIGA

NO. PARTAI POLITIK Jg?;‘gf smgnm
1. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 10 117.107
2. | PARTAI GERINDRA 6 56.630
3. | PDI PERJUANGAN 10 112.159
4. | PARTAI GOLKAR 3 48.690
o PARTAI NasDem 2 44.165
6. | PARTAI GARUDA - 4.515
7. | PARTAI BERKARYA - 7.588
8. | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 2 34.695
9. | PARTAI PERINDO 1 14.561
o, | e A R
o | s N -
12. | PARTAI AMANAT NASIONAL 3 45.722
13. | PARTAI HANURA - 7.355
14. | PARTAI DEMOKRAT 3 29.810
19. | PARTAI BULAN BINTANG - 690

20, | PARTAI KEADILAN DAN ) )

PERSATUAN INDONESIA
JUMLAH 45 585.862

: Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi Partai Politik dan/atau

Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2020
adalah 20 % (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima)
kursi di DPRD Kabupaten Kendal tahun 2019, adalah sebanyak
9 (sembilan) kursi;

KEEMPAT...



KEEMPAT

KELIMA

: Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik

dan/atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan
calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun
2020 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 585.862 (Lima
Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua)
suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019, adalah sebanyak
146.465,5 (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam
Puluh Lima Koma Lima) suara kemudian dibulatkan menjadi
146.466 (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam
Puluh Enam) suara;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 11 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
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